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AMANAT REGULASI 

Perpres 95/2018 Perpres 39/2019 Perpres 18/2020

1. Penyediaan 

Sistem Penghubung 

Layanan Pemerintah 

(2018 – 2022)

Satu Data Indonesia adalah 

kebijakan tata kelola 

Data pemerintah untuk 

menghasilkan Data yang 

akurat, mutakhir, terpadu, 

dan dapat 

dipertanggungjawabkan, 

serta mudah diakses dan 

dibagipakaikan antar Instansi 

Pusat dan Instansi 

Daerah melalui pemenuhan 

Standar Data, Metadata, 

Interoperabilitas Data, dan 

menggunakan Kode 

Referensi dan Data Induk. 

Ttg RPJMN 2020-

2024.

Penyediaan Sistem 

Penghubung 

Layanan 

Pemerintah

(2020 – 2022)

Perpres 132/2022

Arsitektur Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

Nasional

2. Pengembangan 

Layanan Berbasis 

Teknologi Layanan 

Berbagi Pakai (Cloud 

Service, Integrasi 

Kanal Layanan) (2018 

– 2025)

3. Penerapan Big 

Data Pemerintah dan 

Penerapan 

Kecerdasan Buatan 

(2019 – 2025) 5

PP 71 / 2019
Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksik Elektronik

Pasal 27: Penyelenggaraan PSE 
memperhatikan 
Interoperabilitas dan 
kompatibilitas SE terkait

Permen 1 / 2023
Interoperabilitas Data dalam 

Penyelenggaraan SPBE dan 
SDI



Dengan 
Kolaborasi







Contoh : Ragam Aplikasi Lapor di Playstore

Masyarakat

Masyarakat akan bingung 

mau lapor kemana dan bila 

beda daerah akan banyak 

Install aplikasi lapor yang 

berbeda.

 

Studi Kasus
Saat ini masing-masing 

daerah memiliki Aplikasi 

Pelaporan silo-silo, tidak 

terintegrasi dan tidak 

komprehensif.

Pemeliharaan aplikasi pun 

beragam ;

- Rilis lalu ditinggal; 

- Tidak update patch 

securitynya;

- dsb.
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INFRASTRUKTUR SPBE

Pusat Data Nasional

Ekosistem PD IPPD 
berbagi pakai, 

Nasional

Sistem Penghubung 
Layanan Pemerintah

SPL Pusat dan SPL 
IPPD

Jaringan Intra 
Pemerintah

JI Pusat, JI IPPD



Sistem Penghubung 
Layanan Pemerintah 

(SPLP)

Pasal 33 Perpres SPBE

Informasi → Interaksi → Transaksi → Kolarborasi → Optimum



Desain Arsitektur 
Aplikasi SPLP

Core Components:

1. Integration / ESB

Backend & Service Bus dari proses 
integrasi layanan pemerintah yang 
belum memiliki API.

2. API Management

Pusat pengelolaan API untuk 
berbagi pakai layanan dan data 
pemerintah (Katalog API).

3. Konsolidasi / ETL Tools

Layanan pengakomodir pengguna 
dalam melakukan migrasi data 
antar aplikasi sejenis ke aplikas 
umum atau ke versi lain.



Tahapan 
Integrasi

1. Resource Categorization - Melakukan 
Inventarisir Perangkat Keras dan Lunak

2. Compliance n Standar – pengecekan 
Standarisasi Data dan Metadata dan Bagi 
Pakai Data

3. Legacy System Support – jika migrasi ke 
system baru pastikan dukungan ke system 
lama nya.

4. Middle ware tools – tools yg digunakan 
(SPLP)

5. Authentication and Authorziaton – 
implementasi SSO.

6. Centralized IT Service & Helpdesk Support 
– 1 Penanggung Jawab. (Migrasi ke PDN)

7. Backup, Recovery, and Secuirty Policies – 
backup and recovery Plan jika migrasi ke 
system baru.

8. Hardware and Software Standarization 
Policies – Standarisasi Sistem Baru

Sumber : binus.ac.id



Proses di SPLP
1. Dokumentasi Aplikasi
2. Dokumentasi Data dan API.
3. Mempublish Service dan 

API di SPLP
4. Testing Consume dan Post 

via SPLP
5. Piloting Integrasi Sistem.



Tipe Pemanfaatan

SPL IPPD Ready
SPL IPPD sudah 
running berjalan, 
klasifikasi data dan 
mirroring / export-
import SPL IPPD ke 
SPLP Nasional. SPLP 
API 
Management(APIM) 
Nasional

Scratch
Kondisi Aplikasi belum memiliki 

API, perlu pendefinisian data, 
koneksi ke database via jartup, 

whitelist ip, vpn, dsb Fitur 
Enterprise Service Bus (ESB)

API Ready
Aplikasi sudah memiliki API 

namun keterhubungan 
aplikasi masih host to host 

fitur API Management 
(APIM) Tenant

27%

52%

70%



Arsitektur SPBE Nasional
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Definisi terkait Interop

SPLP

Layanan Interoperabilitas Data (LID) adalah 
layanan yang disediakan oleh instansi tertentu 
sesuai tugas dan wenenangnya untuk memberikan 
Interoperabilitas Data secara andal, akuntabel, 
dan aman

Interoperabilitas Data 
adalah kemampuan Sistem Elektronik dengan 
Karakteristik yang berbeda untuk berbagi 
pakai data dan informasi secara terintegrasi 
dalam penyelenggaranaan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 
adalah Sistem Elektronik untuk melakukan 
pertukaran layanan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik dan Pengendalian 
Keterhubungan antara Sistem Elektronik 
Penyedia LID dan Pengguna LID Secara Nasional
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Sumber : Permen 1 Tahun 2023



Layanan Interoperabilitas Data (LID) / API Management 



Peran dalam LID
Penyelenggaran LID Nasional

adalah Penyelenggara LID yang memiliki tanggung 
jawab untuk membangun dan mengoperasikan 

fasilitas yang mendukung pemanfaatan Katalog 
Nasional LID dan Sistem Penghubung Layanan 

Pemerintah. 01

Penyedia LID
adalah Instansi Pusat atau Instansi Daerah yang 
menyiapkan Data dan informasi sesuai 
kewenangannya untuk dibagipakaikan dan 
memberikan akses terhadap Data dan informasi 
miliknya melalui LID.

02
Pengguna LID

adalah Instansi Pusat atau Instansi Daerah 
yang memanfaatkan Data dan informasi 

yang disediakan oleh Penyedia LID. 

03
19

Sumber : Draft RPM Interoperabilitas Data

Nasional : Kominfo
IPPD : Satker IT / Dinas Kominfo

Nasional : K/L/D
IPPD : Unit Kerja / OPD



Adalah rangkaian kegiatan Interoperabilitas 
Data yang dilakukan oleh Penyelenggara LID 
Nasional dan Penyelenggara LID IPPD selaku 
penyedia LID dan/atau Pengguna LID secara 

terintegrasi dalam layanan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik
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Penyelenggaraan 
Interoperabilitas Data



Berbagi Pakai Data lintas Satker dan 
Unit Kerja tidak boleh lagi Host-to-host 
atau langsung. 

Namun harus melalui Wali Data / Dinas 
Kominfo / Unit Kerja TIK menggunakan 
Sistem Penghubung Layanan (Instansi 
Pusat dan Pemerintah Daerah)

Pasal 27 ayat 9

Keterhubungan 
SPLP – SPL IPPD



1. Portal Open Data Daerah 
2. Pemanfaatan Data API SP4N LAPOR
3. Pemanfaatan Data Kode Wilayah Kemendagri 
4. Pemanfaatan Master Data Umum

Berbagi Pakai Data di SPLP Nasional





Notes

Indikator 18 Penilaian SPBE mengukur penggunaan, 
pemanfaatan SPL IPPD dan Keterhubungan 
dengan SPLP

Time Activity

1
Memiliki Teknologi SPL 

https://komin.fo/dok-req-splp-template

2

3

4

5

6

Sharing Implementasi SPL dengan 
Satker/OPD

Dokumentasi API

Piloting Pemanfaatan SPL Internal

Onboarding ke SPLP

Piloting Pemanfaatan SPLP

KOORDINASI INTERNAL IPPD

https://komin.fo/dok-req-splp-template




Dorongan Interoperabilita Data



Aliran Data Kolaborasi SPLP - SDI







Kesulitan Integrasi Aplikasi Sejenis – Aplikasi Umum

SP4N LAPOR

Aplikasi Pelaporan

Kab 5 Kab 6 Kab 7 Kab 8

Kab 1 Kab 2 Kab 3 Kab 4

Kab 13 Kab 14 Kab 15 Kab 16

Kab 9 Kab 10 Kab 11 Kab 12

Kab 17 Kab 18 Kab 19 Kab 20

Kab 21 Kab 22 Kab 23 Kab 24

548 API Pemda

Sementara di Pusat, 1 

aplikasi Krisna dipakai 

semua KL

50 aplikasi 

sektoralX =
27.400 Aplikasi

27.400 API

Ini baru integrasi dalam satu sektor

100 aplikasi 

sektoral =
54.800 Aplikasi

54.800 API

Ini baru integrasi dalam satu 

sektor

X

Bila perlu Rp. 100 juta per API Aplikasi 

Maka biaya: Rp. 5,4 T (Pertahun)

Bila perlu Rp. 100 juta per API Aplikasi

Maka biaya: Rp. 2,74 T (Pertahun)

Perlu waktu berapa lama? Dapatkah tercapai di 2024?

Contoh
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Ini baru 4 aplikasi

Krisna

ePlanning

Kab 5 Kab 6 Kab 7 Kab 8

Kab 1 Kab 2 Kab 3 Kab 4

Kab 13 Kab 14 Kab 15 Kab 16

Kab 9 Kab 10 Kab 11 Kab 12

Kab 17 Kab 18 Kab 19 Kab 20

Kab 21 Kab 22 Kab 23 Kab 24

SPAN/SAKTI

eBudgeting

Kab 5 Kab 6 Kab 7 Kab 8

Kab 1 Kab 2 Kab 3 Kab 4

Kab 13 Kab 14 Kab 15 Kab 16

Kab 9 Kab 10 Kab 11 Kab 12

Kab 17 Kab 18 Kab 19 Kab 20

Kab 21 Kab 22 Kab 23 Kab 24

SIMPEGNAS

eKepegawaian

Kab 5 Kab 6 Kab 7 Kab 8

Kab 1 Kab 2 Kab 3 Kab 4

Kab 13 Kab 14 Kab 15 Kab 16

Kab 9 Kab 10 Kab 11 Kab 12

Kab 17 Kab 18 Kab 19 Kab 20

Kab 21 Kab 22 Kab 23 Kab 24

SP4N LAPOR

ePelaporan

Kab 5 Kab 6 Kab 7 Kab 8

Kab 1 Kab 2 Kab 3 Kab 4

Kab 13 Kab 14 Kab 15 Kab 16

Kab 9 Kab 10 Kab 11 Kab 12

Kab 17 Kab 18 Kab 19 Kab 20

Kab 21 Kab 22 Kab 23 Kab 24

DST

Interoperabilitas  50 aplikasi sejenis 

pada 630 KLD = 63050-1 
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Manfaat Tambahan
Bagi InstansiIndikator 7 dan Indikator 18 Penilaian SPBE



Manfaat Tambahan
Bagi InstansiIndikator 6 dan Indikator 18 Penilaian SPBE





Manfaat Tambahan
Bagi Prakom

Juknis Penilaian Pranata Komputer



https://komin.fo/modul-splp

Akses Materi Bimtek



Terima Kasih

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, 
Jakarta Pusat 10110
www.kominfo.go.id 

    @kemkominfo |            @kemkominfo | @kemenkominfo

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju
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